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PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

a.

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas;

bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Publik Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri wajib membuat pertimbangan tertulis atas
setiap kebijakan yang diambil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka
perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso
Kabupaten Wonogiri Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11



10.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Undang-Undarig Nomor 14 Tahun 2008 fentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undatig Nomor 44 Tahiun 2009 Tenftang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Nomor  5073)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Unddrig-Undarig Nomor 23 Tahun 2014 {eritang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Unidang-Undarig Nomor 36 Tahiuin 2014 fenfang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan lLembaran Negara Republik
Iridonesia Nomor 5149);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 156);

11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran
Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;

12. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 313 Tahun 2010
tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum
Daerah pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso
Kabupaten Wonogiri;

13. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran
Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 / PPID /
Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 / PPID /
Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan
ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di Wonogiri.
Pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MANGUN SUMARSO




LAMPIRAN :

PENETAPAN PEJABAT

PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 01 TAHUN 2021
TENTANG KLASIFIKASI
DIKECUALIKAN

KLASIFIKIASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INFORMASI

YANG

Informasi Dasar hukum pengecualian Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
informasi Dibuka ditutup

Informasi (hama, | Undang-Undang Nomor 14 | Mengurang: - Mendorong partisipasi | 30 Tahun atau
alamat, no telp) | Tahun 2008 tentang KIP pasal | partisipasi masyarakat untuk mengawasi | telah dibuka
dugaan pelanggaran |17 huruf a angka 2 yang|masyarakat untuk dan melaporkan  dugaan | dalam sidang
(korupsi dan benturan | berbunyi : Setiap badan publik | mengawasi dan praktek KKN di RSUD dr. | pengadilan yang
kepentingan) yang | wajib membuka akses bagi setiap | melaporkan dugaan Soediran Mangun Sumarso | terbuka  untuk
dilaporkan oleh | Pemohon Informasi Publik, | pelanggaran di RSUD Kabupaten Wonogiri. umum
masyarakat kepada | kecuali : Informasi Publik yang |dr. Soediran Mangun
direksi RSUD dr. | apabila dibuka dan diberikan | Sumarso Kabupaten |- Melindungi kepentingan
Soediran Mangun ; kepada Pemohon Informasi | Wonogiri yang bisa masyarakat dan  pelapor
Sumarso Kabupaten | Publik dapat menghambat proses | menyebabkan karena identitas terungkap
Wonogiri penegakan hukum, yaitu | masyarakat tidak sebelum diketahui kebenaran

informasi yang dapat | memiliki kepercayaan | isi laporan

mengungkapkan identitas | kepada RSUD dr.

informan, pelapor, saksi | Soediran Mangun

dan/atau korban yang | Sumarso Kabupaten

mengetahui tindak pidana,; Wonogiri.

Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana




Korupsi sebagaimana diubah |
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 Pasal 15 yang

berbunyi . Komisi
Pemeberantasan Korupsi
berkewajiban memberikan

perlindungan terhadap saksi atau
pelapor yang menyampaikan
laporan ataupun memberikan
keterangan mengenai terjadinya
tindak pidana korupsi sesuai
dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
5 DOBRIRAN MANGUN SUMARSO
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